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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit 
pada Koperasi Guru Bayat di Klaten, tinjauan hukum terhadap pelaksanaan 
perjanjian kredit pada Koperasi Guru Bayat di Klaten, hambatan-hambatan yang 
dihadapi pada pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Guru Bayat di Klaten 
dan upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan 
perjanjian  kredit pada Koperasi Guru Bayat di Klaten. Metode penelitian yang 
digunakan adalah penelitian perjanjian kredit koperasi pegawai negeri. 
Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, Tinjauan 
Hukum dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Guru Bayat 
mangacu pada Pasal 1233 KUHP perdata yang menyatakan bahwa tiap-tiap 
perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. 
Sedangkan definisi pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang 
menyatakan bahwa suatu perjanjian dengan mana pihak yang satumemberikan 
kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis 
karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang meminjam akan 
mengembalikan sejumlah yang sama dari barang-barang tersebut. 
Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Koperasi Guru,  
 
ABSTRACT 
 The purpose of this study is to know the implementation of credit 
agreements at the Bayat Guru Cooperative in Klaten, legal review of the 
implementation of credit agreements at the Bayat Guru Cooperative in Klaten, the 
obstacles faced in the implementation of credit agreements at the Bayat Guru 
Cooperative in Klaten and efforts to overcome the obstacles that faced with the 
implementation of a credit agreement on the Bayat Guru Cooperative in Klaten. 
The research method used is the research of credit agreement of civil servants. 
The approach used is the empirical juridical approach method, the Legal Review 
in the implementation of loan agreements on the Cooperative Guru Bayat on 
Article 1233 of the Civil Code which states that each engagement is born either 
because of approval or by law. While the definition of lending and borrowing is 
regulated in Article 1754 of the Civil Code which states that an agreement with 
which one party gives to another party a certain amount of goods that expires 
because of use, on condition that the borrower will return the same amount of the 
goods . 
Keywords: Credit Agreement, Teacher Cooperative, 
 
1. PENDAHULUAN 
Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) 




berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain 
menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan 
kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu 
ialah koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan Koperasi baik dalam 
kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian 
integral tata perekonomian nasional.Dengan memperhatikan kedudukan 
Koperasi seperti tersebut di atas maka peran Koperasi sangatlah penting 
dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta 
dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri 
demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. 
 Salah satu jenis koperasi yang dikenal di masyarakat adalah 
Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau yang biasa disingkat dengan 
istilah KPRI. KPRI adalah koperasi yang didirikan oleh pegawai negeri sipil 
serta dikelola untuk kepentingan pegawai negeri sipil.Oleh karena itu, KPRI 
dalam kegiatannya lebih memfokuskan diri untuk mensejahterakan pegawai 
negeri sipil sebagai anggotanya. 
 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga 
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai 
ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki 
jabatan pemerintahan
1
.PNS dalam memenuhi kebutuhan pribadinya dan atau 
keluarganya terkadang membutuhkan tambahan penghasilan. Tambahan 
penghasilan yang diperlukan tersebut dapat diperoleh oleh PNS dengan cara 
berutang, baik melalui koperasi, bank, atau lembaga keuangan lainnya. KPRI 
sebagai koperasi yang memfokuskan kegiatannya pada kesejahteraan PNS 
sebagai anggotanya menanggapi keadaan tersebut dengan menawarkan 
kegiatan usaha simpan pinjam. 
Pada dasarnya koperasi di Indonesia dibagi menjadi 7 (tujuh) jenis 
yaitu koperasi Desa, koperasi pertanian, koperasi peternakan, koperasi 
perikanan, koperasi kerajinan atau industri, koperasi simpan pinjam, koperasi 
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konsumsi dan masih banyak lagi penggolan koperasi di Indonesia.
2
Sedangkan 
koperasi di Indonesia mempunyai pengolongan berdasarkan keanggotaanya 
salah satunya adalah KPRI, KPRI adalah Koperasi Pegawai Republik 
Indonesia koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum KPRI, 
koperasi ini bernama koperasi Pegawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan 
terutama meningkatkan kesejahteraan para pegawai Negeri(anggota), KPRI 
dapat didirikan di lingkungan departemen atau instansi. 
Di dalam koperasi pegawai negeri Guru Bayat  juga dikembangkan 
pula kemudahan dan kelonggaran dalam memberikan fasilitas perkreditan 
atau pemberian pinjaman kepada para pegawai atau karyawan yang telah 
menjadi anggotanya. Di dalam praktek sebelum memberikan kredit, pihak 
kreditur (Koperasi Guru Bayat) biasanya melakukan penelitian terlebih 
dahulu terhadap Character(watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal), 
Collateral (angunan), dan Condition of economic (prospek usaha debitur) 
atau yang lebih dikenal dengan istilah 5C.
3
 
Mengenai peminjaman uang pada koperasi tersebut tidak lepas dari 
suatu perjanjian yang mengikat para pihak yang melaksanakannya. Suatu 
perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang 
lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakansuatu hal. 
Dari peristiwa itu, timbullah suatu hubungan antar dua orangtersebut yang 
dinamakan perikatan. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode pendekatan yuridis empiris. Metode ini menggunakan teknik 
wawancara dalam mengumpulkan data. Pendekatan empiris dimaksud adalah 
sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata 
atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di masyarakat. Penelitian dengan 
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pendekatan empiris ini harus dilakukan di lapangan.4Dengan demikian, selain 
mendasarkan pada penelitian lapangan, penulis juga melakukan penelaahan 
secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan perjanjian koperasi pegawai negeri. 
Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian 
lapangan, dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode kualitatif 
yaitu analisis yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka-angka, tetapi 
merupakan sekumpulan bahan-bahan atau data yang ditemui selama 
penelitian berlangsung kemudian diuraikan secara terperinci. Sedangkan 
menurut Soerjono Soekanto pendekatan kualitatif cara penelitian yang  
menghasilkan deskripstif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden 
secara tertulis atau lisan dan juga perlakuannya yang nyata diteliti dan 
dipelajari sebagai suatu satu kesatuan.5 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Hasil 
Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat golongan 
menengah ke bawah dalam menghadapi kesulitan keuangannya adalah tidak 
adanya atau harta benda yang dapat dijadikan jaminan apabila mereka ingin 
mengajukan kredit ke lembaga-lembaga keuangan, baik bank maupun non 
bank. Itulah sebabnya sering kita temui kejadian-kejadian di mana seseorang 
terpaksa berhubungan dengan rentenir. Ini disebabkan kerena proses 
pengajuan kredit di rentenir biasanya lebihsederhana prosedurnya, dalam arti 
tidak harus menyertakan jaminan, meskipun untuk itu debitur harus rela 
menanggung bunga atau beban angsuran yang relatif lebih tinggi 
dibandingkan dengan pinjaman pada lembaga keuangan lainnya. 
Menyadari akan hal tersebut, Koperasi Pengawai Negeri Guru Bayat 
telah berupaya agar mampu memberikan pelayanan dan bantuan kepada para 
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anggota yang membutuhkan bantuan berupa pengambilan kredit yang dapat 
dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Bantuan dan pelayanan yang dimaksud di sini adalah kemudahan 
prosedur pengajuan kredit dan luwesnya jangka waktu pengembalian kredit 
yang dapat dipilih oleh debitur. Di samping ituyang tidak kalah pentingnya 
adalah bunga yang dikenakan pada Koperasi Pegawai Negeri Guru Bayat 
relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan bunga kredit di bank. 
Akan tetapi, meskipun Koperasi Pengawai Negeri Guru Bayat telah 
berupaya memberikan kemudahan dan keringanan pada pengajuan kredit oleh 
anggotanya, baik menyangkut prosedur dan persyaratannya maupun beban 
angsuran atau pengembalian kredit, dalam kenyatannya masih juga terjadi 
bahwa pengembalian kredit tersebut tidak lancar atau bahkan sampai macet. 
Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut masing-masing pihak haruslah 
melaksanakan kewajibannya, dimana pihak nasabah berkewajiban 
mengembalikan pinjaman tersebut sampai tenggang waktu yang ditentukan 
oleh koperasi Guru Bayat, begitupun pihak Koperasi Guru Bayat haruslah  
mengawasi setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh nasabahnya tersebut. 
Apabila kreditur tidak hati-hati dalam memilih atau menyeleksi calon 
debitur untuk meminjamkan uang, hal itu akan beresiko bagi lembaga 
keuangan tersebut dan akan menimbulkan masalah yang dapat berakibat pada 
kredit macet. Banyak factor yang menyebabkan pelaksanaan perjanjian tidak 
berjalan dengan  baik, pada umumnya adalah usaha tidak lancer sehingga 
gulung tikar dan persaingan pasar. 
3.2 Pembahasan 
Dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan oleh nasabah ini, 
nasabah haruslah menjalankan kewajibannya sesuai dengan yang seharusnya 
yaitu agar mengembalikan pinjaman besertabunganya sesuai dengan 
kesepakatan. 
Apabila nasabah terlambat dalam mengembalikan pinjamannya, maka 
Koperasi Guru Bayat akan memberikan sanksi yaitu berupa Memberikan 
Denda, Memberikan Surat Teguran, Memperpanjang masa angsuran 
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 Menurut nasabah yang penulis wawancarai, keterlambatan dalam 
mengembalikan pinjaman memang ada resiko yaitu mendapatkan teguran dan 
denda dari keterlambatannya untuk membayar. Mengenai hal tersebut 
memang telah dijelaskan oleh karyawan Koperasi Guru Bayat dari awal 
sebelum mendapatkan pinjaman dan juga tertera dalam surat perjanjian 
kredit. 
Upaya penyehatan dan penyelamatan pinjaman dilakukan Koperasi 
Guru Bayat untuk mendapatkan kepastian penyelesaian pembayaran kembali 
atau pelunasan sekaligus mengingat kapasitas pinjaman dalam memenuhi 
kewajibannya. Kebijakan dalam melakukan penyelamatan dan penyehatan 
pinjaman adalah untuk peminjam yang menurut keyakinan Koperasi Guru 
Bayat usahanya masih dapat dikembangkan serta adanya itikad dari peminjam 
untukmenyelesaikan fasilitas pinjaman yang diterimanya. Penyehatan dan 
penyelamatan pinjaman tersebut dapat dilakukan dengan cara, yaitu: 
Penjadwalan kembali (rescheduling), adalah perubahan syarat 
pinjaman yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu 
termasuk masa tenggang, Persyaratan kembali (reconditioning), adalah 
perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pinjaman yang tidak hanya 
terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau 
persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum 
plafond pinjaman. 
 Pimpinan Koperasi Guru Bayat menyatakan nasabah yang tidak 
melaksanakan perjanjiannya dengan baik maka mereka termasuk dalam 
peminjam yang bermasalah. Peminjam yang bermasalah adalah semua 
peminjam dalam kategori kolektibilitas dan fasilitas pinjaman yang 
masihtergolong lancar namun cenderung memburuk pada bulan-bulan 
selanjutnya serta fasilitas pinjaman yang diragukan dapat dibayar kembali 
secara wajar. Dalam melakukan usaha seorang nasabah juga tidak selalu 
berjalan mulus, kadangkala para nasabah juga mengalami kerugian sehingga 
membuat pembayaran kredit terlambat bahkan tidak ada lagi pembayaran 
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masuk, Penyehatan dan penyelamatan pinjaman tersebut dapat dilakukan 
dengan cara, yaitu: 
Penjadwalan kembali (rescheduling), adalah perubahan syarat 
pinjamanyang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu 
termasuk masa tenggang. 
Persyaratan kembali (reconditioning), adalah perubahan sebagian 
atauseluruh syarat-syarat pinjaman yang tidak hanya terbatas pada 
perubahanjadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya 
sepanjangtidak menyangkut perubahan maksimum plafond pinjaman. 
Penataan kembali (restructuring), adalah perubahan struktur fasilitas 
pinjaman yang menyangkut. Penambahan dana dari Swamitra dengan tujuan 
melancarkan kembali usaha pemijam atau penataan kembali dapat disertai 
dengan penjadwalan kembali. 
 Upaya penyehatan dan penyelamatan pinjaman dilakukan Koperasi 
Guru Bayat untuk mendapatkan kepastian penyelesaian pembayaran kembali 
atau pelunasan sekaligus mengingat kapasitas pinjaman dalam memenuhi 
kewajibannya. Kebijakan dalam melakukan penyelamatan dan penyehatan 
pinjaman adalah untuk peminjam yang menurut keyakinan Koperasi Guru 
Bayat usahanya masih dapat dikembangkan serta adanya itikad dari peminjam 
untuk menyelesaikan fasilitas pinjaman yang diterimanya. Penyehatan dan 
penyelamatan pinjaman tersebut dapat dilakukan dengan cara, yaitu: 
Penjadwalan kembali (rescheduling), adalah perubahan syarat 
pinjamanyang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu 
termasuk masa tenggang, Persyaratan kembali (reconditioning), adalah 
perubahan sebagian atauseluruh syarat-syarat pinjaman yang tidak hanya 
terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau 
persyaratan lainnya sepanjangtidak menyangkut perubahan maksimum 
plafond pinjaman, Penataan kembali (restructuring 
Guru Bayat dalam melakukan penyehatan dan penyelamatan 
pinjaman. Misalnya Keikutsertaan dalam penglolaan usaha (informasi), 
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Mengikut sertakan pihak ketiga dalam usaha penyelamatan atau mengalihkan 
pinjaman kepada pihak ketiga 
Itulah upaya-upaya dan tidakan-tindakan yang dilakukan Koperasi 
Guru  Bayat dalam menyelesaikan masalah wanprestasi yang dilakukan oleh 
nasabahnya. 
Keterlambatan nasabah dalam mengembalikan angsuran pokok dan 
bunga pinjaman dalam waktu yang telah diperjanjiakan, hanya akan 
dikenakan sanksi berupa denda 4% setiap bulannya. 
Menurut Pasal 1243 KUH Perdata menjelaskan tentang penggantian 
biaya, denda dan ganti rugi karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, yaitu: 
“Penggantian  biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu 
perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan 
lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang 
harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam 
tenggang waktu yang telah dilampaukannya” 
Jika diperhatikan Pasal 1243 KUH Perdata tersebut menjelaskan 
bahwa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dapat dinyatakan pada 
seseorang apabila lalai dalam memenuhi perjanjiannya atau perikatan.Dengan 
demikian nasabah akan dikenakan denda dalam hal keterlambatan atau 
terjadinya penangguhan dalam hal mengembalikan angsuran pokok yang 
telah ditetapkan oleh Koperasi Guru Bayat. Apabila dalamjangka 3 (tiga) 
bulan berturut-turut nasabah tidak membayar angsuran dan tidak menanggapi 
surat teguran dari koperasi Guru Bayat, maka nasabah dapat dikatakan telah 
melakukan wanprestasi terhadap pinjamannya dan pihak Koperasi Guru 
Bayat akan melakukan upaya hukum. 
Menurut nasabah yang penulis wawancarai, terhadap wanprestasi 
yang dilakukannya menginginkan penyelesaiannya diluar dari pengadilan 
agar tidak bertambahnya biaya yang dikeluarakan dan tidak sampai menyita 
waktunya. Dari hasil wawancara penulis dengan pimpinan Koperasi Guru 
Bayat menjelaskan penyelesaian yang dilakukan oleh Koperasi Guru Bayat 
adalah dengan beberapa cara yaitu: penyelesaian pinjaman diluar pengadilan 
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atau dengan cara kekeluargaan dan penyelesaian pinjaman didalam 
pengadilan, tapi tetap sebisa mungkin diselesaikan secara musyawarah dan 




Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis 
paparkan di dalam bab sebelumnya yang mengacu pada rumusan masalah, 
maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut : 
Di Koperasi Guru Bayatapabila seseorang ingin mendapatkan pinjaman 
tentunya calon nasabah tersebut harus bergabung dulu sebagai anggota, 
sehingga setelah itu nasabah dapat meminjam sesuai dengan kebutuhannya 
dan juga sesuai dengan kapasitas agunan atau jaminanya dantentunya dengan 
memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh koperasi tersebut, yaitu 
mengisi surat pernyataan disertai persetujuan dan ditanda tangani pihak yang 
meninjam, suami atau istri, saksi-saksi berupa ketua koperasi, pengawas, dan 
kepala sekolah yang bersangkutan. 
Pada proses perjanjian pinjaman pada Koperasi Guru Bayat,  pihak 
Koperasi perlu  melakukan penilaian  terhadap  kemampuan anggota koperasi 
dalam mengembalikan pinjaman atau melunasi pinjaman secara tepat waktu. 
Penerapan prinsip kehati-hatian  tersebut dalam memberikan pinjaman 
koperasi dimaksudkan  untuk menjaga stabilitas  sistem  keuangan  dan 
melindungi koperasi serta anggota koperasi sebagai penyimpan dana,  
sehingga Koperasi Guru Bayat diharapkan senantiasa tetap  berada dalam 
kondisi yang sehat dan dapat memenuhi  kewajibannya  kepada anggota 
koperasi penyimpan dana.  
Tinjauan Hukum dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi 
Guru Bayat mangacu pada Pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan bahwa 
tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena 
undangundang. Sedangkan definisi pinjam meminjam diatur dalam Pasal 
1754 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dengan mana 
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pihak yang satumemberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu 
barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa 
pihak yang meminjam akan mengembalikan sejumlah yangsama dari barang-
barang tersebut. 
Debitur tidak hanya menggunakan dananya untuk usaha saja tetapi juga  
diperlukan untuk keperluan lain seperti keperluan sehari-hari dan  keperluan 
rumah tangganya, inilah yang membuat nasabah mengalami  kerugian dalam 
usahanya dan berdampak terhadap Koperasi Guru Bayat dalam hal 
pengembalian angsuran pokok dan pembayaran bunga. 
Upaya penyehatan dan penyelamatan pinjaman dilakukan Koperasi 
Guru Bayat untuk mendapatkan kepastian penyelesaian pembayaran kembali 
atau pelunasan sekaligus mengingat kapasitas pinjaman dalam memenuhi 
kewajibannya. Kebijakan dalam melakukan penyelamatan dan penyehatan 
pinjaman adalah untuk peminjam yang menurut keyakinan Koperasi Guru 
Bayat usahanya masih dapat dikembangkan serta adanya itikad dari peminjam 
untukmenyelesaikan fasilitas pinjaman yang diterimanya.  
4.2 Saran 
Dengan memperhatikan pendahuluan, tinjauan pustaka mengenai uraian 
teori tentang Pelaksanaan Perjanjian Kredit Koperasi Pegawai Negeri Guru 
Bayat, kemudian dilanjutkan penelitian dan pembahasan, berikut 
kesimpulannya yang telah diolah sedemikian rupa, sehingga saran yang akan 
penulis berikan adalah sebagai berikut : 
Dalam Koperasi Pegawai Negeri Guru bayat perlu adanya penambahan 
tenaga karyawan guna memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap 
nasabah atau melaksanakan pemantauan terhadap penggunaan dana 
peminjaman tersebut pada setiap nasabah, serta kemampuan dan kepatuhan 
anggota koperasi tersebut dalam memenuhi kewajibannya, sehingga proses 
pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Pegawai Negeri Guru Bayat 
dapat terlaksana dengan lebih baik, serta tidak akan terjadi adanya 
wanprestasi atau kredit macet. 
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Para Nasabah Koperasi Pegawai Negeri Guru Bayat sebelum 
melakukan perjanjian hendaklah lebih mengetahui dan memahami apa syarat 
perjanjian kredit yang ada, agar dalam pelaksanaanya bisa berjalan seimbang 
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